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ABSTRAK 
 

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya 

merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, upaya pemulihan aset menjadi 

metode penegakan hukum yang tepat dalam pemberantasan korupsi dengan tujuan 

untuk mengembalikan kerugian negara. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan 

pemulihan aset hasil korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia, khususnya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset yang merupakan aturan internal bagi 

Kejaksaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan 

menggunakan metode wawancara dan data pelaksanaan pada Badan Pemulihan 

Aset sebagai data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perja 

telah sesuai namun belum berjalan dengan maksimal sebab adanya hambatan-

hambatan pada setiap tahapan pemulihan aset yang dilakukan. Akibatnya terdapat 

ketimpangan pada jumlah aset yang dilakukan penelusuran dan penyelesaian 

dengan yang berhasil ditangani. Optimalisasi pelaksanaan yang diharapkan dapat 

dilakukan oleh Kejaksaan adalah adanya penguatan koordinasi dan sinergi 

antarlembaga yang berhubungan dengan pemulihan aset, peningkatan sumber daya 

manusia dan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, dan perlunya sinkronisasi 

regulasi terkait pemulihan aset. 
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